
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa  panas bumi adalah sumberdaya alam
yang dapat diperbarui, berpotensi besar dan
mempunyai peranan penting sebagai sumber
energi untuk menunjang pembangunan daerah;

b. bahwa pemanfaatan panas bumi relatif ramah
lingkungan, sehingga perlu didorong peningkatan
pengembangan dan pemanfaatannya untuk
memberikan nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi
berwenang membentuk Peraturan Daerah bidang
pertambangan panas bumi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara tentang Pengelolaan Panas
Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4327);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali



2

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4777);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5163);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5276);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja
Pertambangan Panas Bumi;

15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Panas Bumi;

16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2012 tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan
Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi Dan harga patokan
Pembelian Tenaga listrik oleh PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik
Tenaga panas Bumi;

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang panas bumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di
Sumatera Utara.

7. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Sumatera Utara.

8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis,
adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Sumatera Utara, yang secara ex-officio
menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur
Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh
penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di
bidang teknik pertambangan panas bumi di
lingkungan Pemerintah Daerah.
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11. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang
terkandung di dalam air panas, uap air dan
batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya
yang secara genetik semuanya tidak dapat
dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan
untuk pemanfaatannya diperlukan proses
penambangan.

12. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan
dalam arti luas mencakup segala kegiatan
inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan
informasi, perizinan, pembinaan dan
pengawasan dalam pengelolaan pertambangan
panas bumi.

13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha
yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi
kelayakan dan eksploitasi.

14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang
selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan panas
bumi.

15. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang
meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian
data yang berhubungan dengan informasi
kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk
memperkirakan letak dan adanya sumber daya
panas bumi serta wilayah kerja.

16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penyelidikan geologi, geofisika,
geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur
eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh
dan menambah informasi kondisi geologi bawah
permukaan guna menemukan dan mendapatkan
perkiraan potensi panas bumi.

17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan panas bumi untuk memperoleh
informasi secara rinci seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha
pertambangan panas bumi, termasuk
penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang
dapat dieksploitasi.

18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada
suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi
pemboran sumur pengembangan dan sumur
reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan
operasi produksi sumber daya panas bumi.

19. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, yang
selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah
wilayah yang ditetapkan dalam IUP.


